
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1212, 2016 KEMENPERIN. Sistem Elektronik. Pertimbangan 

Teknis. Rekomendasi. Surat Keterangan. Tanda 
Pendaftaran. 

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 67/M-IND/PER/8/2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, 

SURAT  KETERANGAN,  DAN  TANDA  PENDAFTARAN  DENGAN 

SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka memberikan insentif bagi 

penumbuhan investasi, mendukung kebijakan deregulasi 

dan debirokratisasi, serta meningkatkan efektivitas dan 

kepastian hukum pelayanan publik di lingkungan 

Kementerian Perindustrian, perlu peningkatan pelayanan 

penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat 

Keterangan, dan Tanda Pendaftaran melalui sistem 

elektronik; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penerbitan 

Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, 

dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di 

Kementerian Perindustrian; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia 

National Single Window sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik 

dalam Kerangka Indonesia National Single Window 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 84); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/ 

PER/8/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik 

dalam Pelayanan Perizinan, Rekomendasi, dan SPPT-SNI 

di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dalam 

Kerangka Indonesia National Single Window; 

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/ 

PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian 

Perindustrian; 

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ 

PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/ 

PER/6/2016 tentang Akun Sistem Informasi Industri 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 991); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, 

REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA 

PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk 

menerangkan pemenuhan persyaratan tertentu dalam 

rangka importasi barang atau perolehan fasilitas. 

2. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pembina Industri terkait dengan 

ketentuan tata niaga suatu barang dan/atau terkait 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk 

menerangkan produk atau status Pemohon. 

4. Tanda Pendaftaran adalah surat yang dikeluarkan oleh 

Direktur Jenderal Pembina Industri sebagai tanda 

produksi atau importasi barang tertentu. 

5. Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya 

disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme 

kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber 

daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, 

serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama 

lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 

penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data 

dan/atau informasi industri. 

6. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok yang 

mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis, 

Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran 
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secara elektronik, baik berupa orang perseorangan, 

kelompok, atau badan. 

7. Akun SIINas adalah akun yang diterbitkan oleh 

Kementerian Perindustrian yang digunakan untuk dapat 

mengakses SIINas. 

8. Unit Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut UP2, 

adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, 

konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang 

berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian. 

9. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran 

dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan 

Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, 

dan/atau Tanda Pendaftaran. 

10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat 

Jenderal yang melakukan pembinaan atas industri agro, 

industri kimia, tekstil, dan aneka, atau industri logam, 

mesin, alat transportasi, dan elektronika di Kementerian 

Perindustrian. 

11. Pengelola SIINas adalah unit kerja yang melaksanakan 

tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan sistem 

informasi, manajemen data, dan penyajian data dan 

informasi di Kementerian Perindustrian. 
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BAB II 

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, 

SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN   SECARA 

ELEKTRONIK 

 

Pasal 2 

(1) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat 

Keterangan, dan Tanda Pendaftaran di lingkungan 

Kementerian Perindustrian dilakukan secara elektronik. 

(2) Produk yang diajukan permohonan Pertimbangan Teknis, 

Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran 

secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat 

Keterangan, dan Tanda Pendaftaran secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

SIINas pada portal http://siinas.kemenperin.go.id. 

 

Pasal 3 

(1) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis, 

Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran 

secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

hanya dapat dilakukan oleh Pemohon yang memiliki 

Akun SIINas. 

(2) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan 

Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, 

atau Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melalui modul aplikasi e-Services di portal SIINas 

dengan menggunakan Akun SIINas yang dimiliki. 

(3) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib: 

a. menginput data dengan mengisi formulir isian; dan 

b. mengunggah dokumen pendukung yang 

dipersyaratkan terkait permohonan Pertimbangan 

Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda 

Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan 
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